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ABSTRAK

Fatikhatun Nur, NIM 10210027, 2014. Pandangan Aktivis Perempuan dan Anak Kota dan
Kabupaten Malang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-
VI111/2010 tentang Status Anak Luar Kawin.Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-
Syakhshiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag.

Kata Kunci : Pandangan, Aktivis Perempuan dan Anak, Putusan MK

Pada tahun 2010 Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan No. 46/PUU-
VI11/2010 terkait kedudukan hukum bagi anak luar Kawin. Putusan tersebut sebagai jawaban
atas uji materi UU No. 1 tahun 1974 yang diajukan oleh Machicha Mochtar ke Mahkamah
Konstitusi untuk mendapatkan pengakuan tentang status hukum anak kandungnya, yang
dilahirkan dari perkawinan secara sirri dengan Moerdiono tanpa dicatatkan sesuai ketentuan
hukum yang ada. Dari putusan tersebut, timbulah banyak pendapat dari berbagai kalangan
masyarakat tentang Putusan yang di keluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut.Banyak opini
yang berkembang, baik itu dari kalangan akademisi, peneliti, aktivis, mahasiswa, hakim, dan
juga masyarakat pada umumnya.Dari sinilah kemudian penulis tertarik untuk meneliti respon
aktivis perempuan dan anak terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-V111/2010
tentang status anak yang lahir di luar perkawinan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman dan pendapat para aktivis
perempuan dan anak tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII1/2010 tentang
Status Anak Luar Kawin, Pengaruh yang ditimbulkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di
masyarakat, serta keefektivan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bila di jalankan di
masyarakat.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris, dengan mendapatkan data yang bersifat
deskriptif kualitatif.Data yang terkumpul lebih banyak berupa data primer, yang didukung
dengan beberapa data sekunder untuk kemudian dianalisis dengan data hasil
penelitiannya.Perolehan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Temuan penelitian ini adalah aktivis perempuan dan anak memiliki tingkatan pemahaman
yang berbeda, yaitu sangat paham, paham, dan tidak paham.Hal tersebut disebabkan oleh
perbedaan latar belakang pendidikan dari masing-masing aktivis.Pendapat aktivis tentang
putusan tersebut, setuju dan tidak setuju.Perbedaan pendapat tersebut dikarenakan perbedaan
fokus dalam penanganan perempuan dan anak yang ditetapkan oleh lembaga yang menjadi
tempat aktivis perempuan dan anak tersebut bekerja.Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut
menurut aktivis perempuan dan anak belum bisa efektif dilaksanakan di masyarakat, karena
minimnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum serta tidak adanya sosialisasi dan edukasi
terkait Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VI111/2010 tentang status anak luar kawin,
khususnya kepada para aktivis perempuan dan anak.
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